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Keberadaan saksi sejatinya merupakan hal yang cukup krusial dalam 

pengungkapan suatu kasus tindak pidana. Hal ini dikarenakan keterangan 

berupa informasi yang diberikannya bernilai sebagai salah satu alat bukti 

yang sah. Dalam perkembangannya saksi mengalami perkembangan ke arah 

yang lebih progresif dengan perluasannya. Dimana, definisi saksi yang ada di 

dalam KUHAP tidak mampu menjawab perkembangan kejahatan ke arah 

yang lebih rumit dan terstruktur atau organized crime seperti kejahatan 

korupsi. Perluasan saksi yang dimaksud adalah munculnya jenis-jenis saksi 

baru seperti saksi justice collaborator dan whistle blower sebagai jawaban 

dalam menanggapi perkembangan kejahatan tersebut. Namun, dalam 

praktiknya seringkali saksi-saksi ini tidak diberikan perlindungan yang 

sesuai dengan sebagaimana mestinya meskipun secara payung hukum telah 

diatur dan dilakukan revisi sebanyak satu kali yaitu Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana, perkembangan saksi yang lebih 

khusus seperti whistle blower seharusnya diberikan perlindungan yang lebih 

baik daripada saksi pada umumnya karena memiliki beban yang lebih tinggi 

dalam menbongkar suatu kejahatan yang lebih sistematis. Bahkan, sulit 

untuk terendus dan diketahui. 

 

Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui mekanisme perlindungan 

yang diberikan kepada saksi yang berkedudukan sebagai whistle blower 

kejahatan korupsi dalam praktiknya. Dihubungkan dengan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, penelitian ini juga coba 

untuk melakukan perbandingan bentuk perlindungan hukum bagi saksi di 

negara lainnya demi menemukan gagasan konsep ideal bagi saksi yang 

berkedudukan sebagai whistle blower di masa yang akan datang. . Penelitian 

ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian ialah konflik 

norma hukum, yakni keadaan suatu norma hukum sudah diciptakan, tetapi 

bertentangan atau tidak sesuai terhadap norma hukum lainnya. Sesuai dengan 

sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk menganalisis isu 

hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier yang teknik pengumpulannya lewat 

pengkajian dokumenter dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat lalu 
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dianalisis melalui analisis teks/isi (content analysis) berdasarkan logika dan 

argumentasi hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

 

Istilah yang digunakan untuk saksi yang berkedudukan sebagai whistle 

blower di dalam aturan yang khusus mengatur terkait dengan perlindungan 

saksi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebut 

whistle blower dipersamakan istilahnya dengan saksi pelapor sehingga dalam 

perlindungannya pun banyak dipersamakan dengan saksi pada umumnya. 

Perlindungan-perlindungan yang diberikan dalam praktiknya masih banyak 

mengalami kendala. Hal ini terjadi dikarenakan istilah saksi whistle blower 

yang dalam pengertian pasalnya masih dipersamakan sebagai saksi pada 

umumnya sehingga perlindungan yang diberikan dalam hal ini LPSK masih 

menggunakan sistematika perlindungan saksi pada umumnya seperti 

berkaitan dengan perlindungan keamanan pribadi, harta, dan keluarga. 

Perlindungan yang berbasis pada kerahasiaan identitas, serta perlindungan 

lainnya seperti berkaitan dengan kebutuhan saksi akan pendampingan dan 

nasihat hukum. Selain itu, perlindungan lainnya seperti yang berkaitan 

dengan relokasi pekerjaan sebagai bentuk timbal balik jangka panjang terkait 

dengan menciptakan rasa aman bagi seorang saksi whistle blower agar dalam 

praktiknya seorang whistle blower mampu untuk memberikan kesaksian 

yang berupa keterangan maupun informasi tersebut dilakukan dengan tanpa 

rasa takut akan teror dan bentuk-bentuk ketakutan lainnya yang 

berkemungkinan memberikan beban psikologis disaat kesaksian tersebut 

diberikan dan setelah kesaksian tersebut dinilai sebagai suatu alat bukti yang 

sah di pengadilan masih perlu untuk ditambahkan di dalam aturannya begitu 

juga dengan mekanisme reward seorang whistle blower yang sampai saat 

penelitian ini dibuat belum ada tertulis di aturan yang mengatur terkait 

dengan perlindungan saksi dan korban tersebut. Perlindungan lainnya yang 

diberikan oleh LPSK adalah dengan melakukan pembentukan lembaga 

perlindungan di tingkat daerah dan pembentukan pusat perlindungan, 

pemulihan, dan pelatihan. LPSK juga melakukan kerjasama untuk 

membentuk whistle blowing sistem dengan berbagai aparat penegak hukum 

lainnya meskipun dari segi kewenangan LPSK bisa dikatakan hanya 

memiliki kewenangan limitatif dalam pemberian rekomendasi terkait dengan 

status whistle blower dari seorang saksi. Namun, LPSK telah melakukan 

berbagai macam peningkatan termasuk di dalamnya pembentukan sahabat 

saksi korban di daerah untuk memberikan penyuluhan terkait perlindungan 

saksi dan korban di daerah. 

 

Dalam praktiknya memberikan perlindungan terhadap seorang saksi yang 

berkedudukan sebagai whistle blower, LPSK seringkali mengalami kendala 

yang kemudian disebutkan seperti yang berkaitan dengan keberadaan rumah 

aman, ketidaksamaan persepsi oleh penegak hukum, serta keberadaan aturan 

hukum yang masih minimal dalam kekuatannya agar dapat dikatakan mampu 
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untuk memberikan perlindungan terkait dengan saksi yang berkedudukan 

sebagai whistle blower ini dalam praktiknya. Selain itu, sebagai 

perbandingannya di dalam penelitian ini juga membahas terkait dengan 

konsep dan gagasan ideal terkait dengan perlindungan saksi whistle blower 

ini di masa mendatang dengan mengadakan komparasi dengan aturan hukum 

yang berkaitan dengan perlindungan di negara-negara lainnya yang dianggap 

lebih baik dalam memberikan perlindungan sehingga dengan begitu 

perlindungan yang diberikan kepada saksi whistle blower ini pun dapat 

diharapkan lebih maksimal. 
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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui konsep ideal terkait dengan 

perlindungan saksi yang berkedudukan sebagai whistle blower dalam kejahatan 

korupsi di masa mendatang serta bagaimana mekanisme perlindungan yang 

diberikan kepada saksi whistle blower tersebut dalam praktiknya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan 

pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konsep 

(Conceptual Approach). Bahan hukum yang akan dianalisis meliputi bahan 

hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

serta bahan hukum sekunder yang meliputi, buku-buku, majalah, koran, situs 

internet, jurnal, pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang dapat 

digunakan untuk menunjang penelitian ini. 

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan yang diberikan kepada saksi 

whistle blower dalam praktiknya dipersamakan dengan perlindungan saksi pada 

umumnya. Namun, dalam beberapa praktiknya saksi whistle blower mulai 

diberikan perlindungan oleh LPSK dengan bekerjasama dengan pihak penegak 

hukum lainnya seperti mulai menginisiasi pembentukan sahabat saksi korban atau 

SSK di daerah, melakukan pembentukan LPSK pada tingkat daerah, dan 

membentuk pusat perlindungan, pemulihan, dan pelatihan. Selain itu, dilakukan 

penyediaan whistle blowing system berupa sistem pelaporan atau pengaduan bagi 

seorang saksi ini. 

 

 
Kata Kunci (Keyword): Perlindungan Saksi, Whistle blower, Korupsi 
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